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TENTANG

PENGESAA,{-ffTTNGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN
DESA ( BPD}PENGGANTI ANTAR }YAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN

PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINTTIF PADA DESA BARATAKU
KECAMATAN LOLO}A TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMATMRA BARAT

Menimbang . a. ISahrva sehubunuan dengan salah satu Anggota Barian Permusya*aratan
Desa (BPi)) sudah tidak melaksanakan tugas karena pindair ciolrisili
maka dipandan-u perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan
Badan Permusyar.r.aratan Desa (BPD) pengganti Antar waktu (pAw)
rnenjadi Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (RpD ) Definitif pada
l)esa Baratakir Kecamatan l-oloda Tengah Kabupaten Flalmahera rJarat;

b. Bahwa t"rerdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a-
perlu menetapkan Kcputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan
Anggota Badan Fermusyarvaratan Desa (BpD) pengganti Antar waktu
(PAIV) pada Desa di Kecarnatan Loloda tengah Kabupaten Fiafur:ahera
Barat:

Mengingat : I . Undang-undang hiotnor 60 Tahun I958 tentang Penetapan Undang-r-rndang
Nomor Tahun 1957 tenlang Pembentukan Daerah-Daerah Srvanlantra
Tingtr<at Il dalain Wilayah Daerah Sn.antantra Tingkat I Maluku r"nenjadi
lJndang-undang:

2. undang-undang Neirnor 6 l"ahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku
L]tara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Mallrku Tenggara Barat.

3. Undang-undang Nonror 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabgpaten
Llalmahera lJtara- Kabupaten Hahnahera Selatan, Kabupaten Kepuiauan
Sula, Kabupaten Halmahera'firnur dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi
Maluku Utara.

4. IJndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan tr)aerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Noinor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 T'entang peraturan
pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Taliun 2014 tentang Desa,

7 " Peraturan Menten Dalarn Negeri Rl Nomor 1 10 tahun 2016 tentang Baclan
Permusyarvaratan I)esa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten halamhera Barat Nomor 6 tahun 2016 terrtang
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

9. Peraturan daerah kabupaten Halmahera harat Nomor I Tahun 2019
tentang Badan Permusyarvaratan llesa;

x



Mernperhatikan " Surat Camat Loloda Tengah Nomor . l12"10147|LLTl2A22 tanggal 12 Juli
2022 Perihal Rekornendasi BPD Pergantian Antar Waktu (pAW).

Menetapkan :

KESAT'U .

KHDLIA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KF]I.IMA :

KEENAM :

KETUJUH :

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan permusyarvaratan Desa (BpDi
Defeniti{'Pergantian Antar Waktr"r (PAW) pada Desa Barataku cli l(ecamatan
Loloda tengah Kabupaten Halmahera Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Pennusyarvaratan Desa (BPD) Pergantian Antar
waklu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggr:ta Badan
Permusyawaratan Desa (RPD) _l,ang <ii gantikan dan sesudahnya cli tetapkan
berdasarkan mllsvalvarah dan atau piiih kembati 1 (satu) kali rnasa jabatan
berikutnl,a;

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (RPD) periode sehelumnya
yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka
atas nama Pemerintah Kabupaten Flalmahera Barat dengan ini menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharrna
Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selatna ini;

Badan Permusvar.l,aratan Desa (BPD) Pergantian Antar waktu clalam
rnelaksanakan tugasnya" ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-
sungguh dengan tetap berpedorran pada ketentuan Perundang-unrlangan yang
berlaku;

Anggota Badan Permusyauaratan Desa (BPD) yang berhaiangan tetap dan
atau berhenti, maka seeara otomatis Anggota Badan Pennus3,.'arvaratan Desa
(BPD ) pergantian Antar E/aktu rnenggantikannya;

Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati liahnahera Barat
Nomar 132"BiKPTSi'Vi2017 di catrut dan t:idak berlaku lagi;

Keput*san ini rnulai beriaku pada tanggai di tetepkan;

Ilitetapkan dr Jailoio
pada tanggal aB

BUP

Ternbusan . ciisampaikaa kepada"
Yrh. 1. Cubernur l!{aluku Uiara di Soflt'i.

2,. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barar ili Jaitulcr
-3 Kcpala BFMD Kab. Halinahera Barat rii Jai!c,rk':
-1 Kai:ag Tata Fei-:rerintahan Sei<la Kab. i{almaher* Earat di Jaiktlo.
i. Camat Lolocla Tengah di Earataku
o. Yang her*a.agkutan u*trk diketahui derr selrerilr*--*a.
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Ass. Bid Pern & Kesra.
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r.At\,IplRAN : KEPUTUSAN BL?ATI I{ALMAHERAR.{RAT NON{OR lz?iK?lyl1l/Tl*l]N 2022

TANGGAL ei C Wl, rAHUN 2022

: PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGO'TA BADAN PERIVIUSYAWARATAhI DESA

(BPD) PERGANT{AN ru.\TAR WAKTU (PAW) PADA DESA tlARATAIitl
KEC Al\'t AT Al,i I.OLOD A TENG AH KA.B Lq'} ATEN HALN{Ar IER/\ B AR AT

DA}'TAR

NO NAMr\ DESA NAMAA.NGC.OTAYANG
BERAKHIRMASATUGAS

NAMAANGGSTAYANG
DIANGKAT

.IABATAI{

1 2 3 1 5

I BARATAKU ADOLF RONAL TL]ANDAI,I NIILAR MIKINI ANGGOTA

BARAT
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